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ABSTRACT

The digital transformation of land administration through the Electronic
Land Certificate (Sertipikat-el) program is part of Indonesia's public service
modernization efforts. This study aims to analyze the public perception in Bandung
City regarding the implementation of Sertipikat-el, identify influencing factors, and
examine the role of the Land Office’s socialization efforts in shaping public
understanding. A descriptive qualitative method was employed, using in-depth
interviews with 24 informants who have owned or are familiar with electronic
certificates. The findings reveal varied perceptions: some respondents view the
program as efficient and accessible, while others struggle due to limited digital
literacy and access to technology. Influencing factors include age, education level,
previous bureaucratic experiences, infrastructure, and trust in government. The
Land Office’s socialization efforts are perceived as insufficient, particularly for
elderly and digitally limited communities. This study concludes that a more
inclusive and adaptive communication strategy is essential to enhance public
acceptance of the electronic certification system.

Keywords : Land Digitalization, Electronic Certificate, Public Perception,

Socialization
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masuknya Indonesia di era revolusi industri 4.0, ditandai dengan
semakin meningkatnya teknologi dan konvergensi inovasi digital (Purba et
al., 2021). Ini sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam mencapai Indonesia
4.0, di era di mana semua pekerjaan akan digitalkan untuk mempermudah
pekerja. Secara khusus, kemajuan teknologi telah membawa perubahan
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Saat ini, teknologi informasi
dan transaksi elektronik menjadi elemen utama dalam era globalisasi yang
melanda hampir seluruh sektor komunikasi dan informasi. Salah satu
pencapaian besar dalam modernisasi sistem registrasi pertanahan adalah
kemudahan akses publik terhadap pendaftaran tanah secara online serta
pengenalan infrastruktur untuk proses pendaftaran tanah berbasis elektronik
(Mujiburohman, 2021). Salah satu inovasi terbaru yang dihadirkan oleh
pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan
tanah adalah Sertipikat tanah elektronik (Sertipikat-el).

Sertipikat-el sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 8 bahwa
Sertipikat ini merupakan Sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik
dalam bentuk dokumen elektronik. Transformasi Sertipikat menjadi digital
ini mendukung konsep paperless office di era digital, sehingga lebih mudah
dalam pemeliharaan dan pengelolaan serta dapat diakses kapan saja dan di
mana saja (Ratih, 2021). Pemerintah menerbitkan gagasan Sertipikat tanah
elektronik melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Nafan
2022). Peraturan tersebut diterbitkan dengan menimbang untuk
memodernisasi sistem pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan
berusaha dan kualitas layanan kepada masyarakat, dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik secara optimal

(Rachman & Hastri, 2021).



Pelayanan di Kantor Pertanahan sudah mulai menerapkan sistem
online, sistem ini sangatlah membantu, lebih cepat, mudah dan praktis.
Seperti penerapan sistem Hak Tanggungan secara elektronik atau HT-el .
Sistem inipun dianggap berhasil, sehingga pada tanggal 21 Januari 2021,
Kementerian ATR/BPN mulai menerapkan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Sertipikat Elektronik, disebutkan bahwa semua hasil pendaftaran tanah akan
diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik (Susilo, 2022). Tidak sedikit
masyarakat yang menanggapi secara apriori mengenai rencana ini sebagai
rencana yang terburu-buru dan belum didukung kesiapan yang matang yang
memungkinkan terjadinya kondisi ketidakamanan data pendaftaran tanah dan
dapat berujung pada ketidakpastian hak atas tanah (Syamsur, 2023).
Seyogyanya yang diutamakan atau diselesaikan lebih dahulu program
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, karena sertipikat hak atas
tanah merupakan tanda bukti hak yang diberikan kepada pemilik tanah. Maka
setelah tanah-tanah telah terdaftar baru diadakan modernisasi pelayanan
pertanahan termasuk sertipikat-el (Wahyu, 2023). D1 Indonesia, khususnya di
Kota Bandung sebagai salah satu kota besar, penerapan Sertipikat tanah
elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung telah mengimplementasikan Sertipikat tanah
elektronik sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan pertanahan.
Langkah ini diawali dengan peluncuran resmi oleh Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mencakup 11
kantor pertanahan di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung (kompas.com).
Penerapan Sertipikat tanah elektronik di Kota Bandung merupakan langkah
maju dalam modernisasi layanan pertanahan. Namun, implementasinya
menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan infrastruktur
teknologi yang belum merata, keamanan data, dan sosialisasi kepada

masyarakat (Habibi, et al 2025).



Penelitian serupa telah dilakukan Habibi, et al (2025) dengan judul
Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan
Sertipikat Elektronik Di Indonesia Hasil penelitian menunjukkan meskipun
terdapat banyak tantangan, upaya peningkatan infrastruktur teknologi,
edukasi, dan pelatihan literasi digital serta penguatan sistem keamanan data
perlu terus ditingkatkan. Meskipun tujuan dari Implimentasi Program
Sertipikat tanah elektronik sangat positif, penerimaan dan pemahaman
masyarakat terhadap kebijakan ini masih beragam. Beberapa kalangan
mungkin masih merasa ragu atau kurang percaya dengan sistem yang baru
ini, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan sistem pertanahan
konvensional. Masih terdapat keterbatasan dalam menganalisis persepsi
masyarakat kota Bandung terhadap Implimentasi Program Sertipikat tanah
elektronik sehingga menjadi gap dalam penelitian. Objek penelitian ini adalah
masyarakat kota Bandung sebagai kebaruan dalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini
diberi judul “Persepsi Masyarakat Kota Bandung Terhadap
Implementasi Program Sertipikat Tanah Elektronik”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap konsep
Sertipikat tanah elektonik sebagai pengganti sertipikat tanah
konvensional?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kota
Bandung terhadap Implementasi Program Sertipikat Tanah Elektronik?

3. Bagaimana peran sosialisasi pemerintah dalam hal ini Kementerian
ATR/BPN dalam membentuk persepsi masyarakat Kota Bandung
terhadap Sertipikat tanah elektronik?



Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap konsep
Sertipikat tanah elektonik sebagai pengganti sertipikat tanah
konvensional.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
masyarakat Kota Bandung terhadap Implementasi Program Sertipikat
Tanah Elektronik.

Untuk mengetahui peran sosialisasi pemerintah dalam hal ini
Kementerian ATR/BPN dalam membentuk persepsi masyarakat Kota
Bandung terhadap Sertipikat tanah elektronik.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat

manajerial, sebagai berikut:

1.

Manfaat Akademis

Untuk memperoleh bukti data empiris tentang persepsi
masyarakat kota Bandung terhadap Implimentasi Program Sertipikat
tanah elektronik yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan
literatur mengenai digitalisasi administrasi pertanahan, khususnya
dalam konteks Implimentasi Program Sertipikat tanah elektronik.
Manfaat Praktis

Dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan referensi
tambahan yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu persepsi
masyarakat kota Bandung terhadap Implimentasi Program Sertipikat

tanah elektronik.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat Kota

Bandung terhadap implementasi program Sertipikat Tanah Elektronik,

faktor-faktor yang memengaruhinya, serta peran sosialisasi Kantor

Pertanahan Kota Bandung dalam membentuk persepsi tersebut. Berdasarkan

analisis kualitatif deskriptif dari wawancara dengan masyarakat Kota

Bandung yang telah memiliki sertipikat elektronik dan informasi dari Kantor

Pertanahan Kota Bandung, beberapa kesimpulan kunci dapat ditarik:

1.

Persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap konsep Sertipikat Tanah
Elektronik, termasuk kemudahan dan kesulitan dalam pelaksanaannya,
menunjukkan adanya perbedaan dalam menyikapinya. Dari 24 informan
11 diantaranya kurang paham dengan konsep sertipikat elektronik yang
pada akhirnya memberikan dampak kesulitan dalam pelaksanaanya
sedangkan sisanya yaitu 13 informan cukup paham dan merasa program
sertpikat elektronik lebih mudah dan efisien. Perbedaan persepsi ini
cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis serta tingkat
literasi digital masyarakat.
Ada beberapa faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat Kota
Bandung terhadap Sertipikat Tanah Elektronik. Faktor-faktor tersebut
meliputi:
a. Demografi Informan (Usia dan Tingkat Pendidikan)
Masyarakat berusia 50 tahun ke atas (10 dari 24 informan)
cenderung memiliki pemahaman dan penerimaan yang lebih rendah.
Hal ini juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana informan
dengan latar belakang pendidikan rendah umumnya kurang

memahami konsep digitalisasi pertanahan.
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b. Literasi Digital dan Akses Terhadap Perangkat Teknologi
Ini merupakan faktor krusial. Ditemukan bahwa 5 dari 24 informan
tidak memiliki smartphone, dan 6 informan lainnya, meskipun
memiliki smartphone, mengaku kurang paham teknologi. Kondisi
ini menghambat akses dan pemahaman mereka terhadap sertipikat
elektronik. Secara keseluruhan, hampir setengah dari total 24
informan tidak terlalu tertarik dengan sertipikat elektronik utamanya
karena kurang paham teknologi.

c. Pengalaman Masa Lalu dengan Birokrasi Pertanahan
Pengalaman positif atau negatif sebelumnya dengan sistem
konvensional mempengaruhi keterbukaan terhadap inovasi.

d. Aksesibilitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung
Kendala seperti server BPN yang lambat memengaruhi persepsi
kemudahan.

e. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Komunitas
Persepsi individu dapat terbentuk dari pengalaman orang-orang di
sekitarnya.

f. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah dan Instansi
Terkait (BPN)
Kepercayaan dasar terhadap birokrasi memengaruhi penerimaan
kebijakan baru.

3. Peran sosialisasi pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota
Bandung untuk membentuk persepsi masyarakat yang positif masih
belum optimal dan memerlukan penyesuaian strategi. Metode sosialisasi
yang ada belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh lapisan
masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan literasi
digital dan akses teknologi, serta masih adanya harapan besar dari
masyarakat Kota Bandung terhadap sosialisasi tatap muka yang lebih

intensif.
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4.

Meskipun program Sertipikat Tanah Elektronik membawa janji efisiensi
dan keamanan, keberhasilan implementasinya di Kota Bandung masih
memerlukan upaya lebih lanjut dalam mengatasi tantangan persepsi
masyarakat, terutama dengan merancang strategi sosialisasi yang lebih
adaptif terhadap karakteristik demografi dan literasi digital yang

beragam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang

dapat diajukan untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bandung dan pihak terkait dalam

rangka meningkatkan keberhasilan implementasi program Sertipikat Tanah

Elektronik:

1. Pemerintah perlu mengadakan kegiatan sosialisasi tatap muka di tingkat
kelurahan, atau kecamatan.

2. Dalam hal sosialisasi melalui media sosial, konten sosialisasi harus
disesuaikan dengan karakteristik audiens.

3. BPN dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, RT/RW, organisasi
masyarakat, hingga akademisi di Kota Bandung untuk membantu dalam
pelaksanaan sosialisasi di tingkat akar rumput.

4. Menyediakan saluran bantuan dan dukungan teknis yang mudah diakses
dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian program.

5. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah perbandingan persepsi

antara masyarakat yang sudah memiliki sertipikat tanah elektronik dan
yang belum memiliki sertipikat elektronik. Penelitian lanjutan ini dapat
mengidentifikasi kendala yang di hadapi masyarakat yang belum

memeliki sertipikat elektronik.
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